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Abstrak
 

Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan

sebuah produk reformasi yang secara efektif berlaku pada tanggal 5 Maret 2000. Dengan lahirnya undang-

undang ini, dibentuklah sebuah lembaga independen yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan dan

penegakan terhadap hukum persaingan usaha. Jika terdapat pelaku usaha yang melanggar hukum persaingan

usaha, maka KPPU akan melakukan penegakan melalui pelaksanaan hukum acara persaingan usaha.

Kendati demikian, pelaksanaan hukum acara persaingan usaha tidak luput dari sejumlah kekurangan.

Sebagai upaya untuk mengatasi masalah-masalah yang ada dan sekaligus menyesuaikan dengan kebutuhan

zaman serta kemajuan ekonomi, pemerintah melakukan perubahan serta penambahan sejumlah pasal yang

sebelumnya tertuang pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja. Setelah 20 tahun sejak pengesahannya, UU No. 5 Tahun 1999 mengalami perubahan

dengan diberlakukannya UUCK. Pengaturan ini dapat dibandingkan dengan regulasi di negara Amerika

Serikat selaku negara common law yang telah memiliki hukum persaingan usaha sejak tahun 1890 dan

memiliki dua lembaga penegak hukum persaingan, yaitu Federal Trade Commission sebagai lembaga

independen dalam penegakan Antitrust Laws dan Antitrust Division of Department of Justice. Dalam

penelitian ini, metode yang dipilih adalah yuridis-normatif dan setelah dilakukan analisis perbandingan

dengan lembaga Federal Trade Commission di Amerika Serikat, maka dapat ditemukan persamaan maupun

perbedaan dalam pelaksanaan hukum acara persaingan usaha dan ketentuan penjatuhan sanksi denda yang

kemudian akan menghasilkan saran untuk kemajuan pelaksanaan hukum acara persaingan usaha Indonesia.

......Indonesian Competition Law, namely Law No. 5 of 1999 concerning Monopolistic Practice and Unfair

Competition is a product of reformation which was effective on March 5, 2000. With the enactment of this

regulation, an independent agency tasked to supervise and enforce the Competition Law was formed. The

commission is later referred to as Komisi Pengawas Persaingan Usaha or in short, KPPU. However, the

implementation of the competition law still had some shortcomings. Thus, in order to overcome existing

problems while at the same time adapt to the needs of times and economic progress, the government made

changes and added a few articles that was previously contained in Law No. 5 of 1999, in Law No. 11 of

2020 concerning Job Creation. After 20 years since it’s ratification, Law no. 5 of 1999 finally underwent

some changes with the enactment of Law No. 11 of 2020. This regulation can be compared with regulations

in the United States as a common law country who has had competition law since 1890 and has two

enforcement agencies, namely the Federal Trade Commission as an independent agency in the enforcement
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of Antitrust Laws and the Antitrust Division of Department of Justice.The method chosen is juridicial-

normative and after a comparative analysis has been carried out with the Federal Trade Commission in

United States, similarities and differences can be found in the implementation of the competition law and the

provisions for imposing fines which will the produce suggestions for advancement of indonesian

competition law procedures.


